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PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

- PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL DAN PASAR

PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang

" Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal dan Pasar pada Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Smgkawang, ' '

S

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan < Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
‘Negara Republlk Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhxr dcngan Undang-



Menetapkan

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesm Nomor 5679); . -

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran '

Negara Republik Indonesia Nomor 560 1);

. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan ~dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor

4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

9, Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi -
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kota
Smgkawang Tahun 2016 Nomor 45);

- MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL DAN PASAR PADA

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN |

USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dcngan

1.
2.

Daerah adalah Kota Singkawang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Singkawang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Singkawang.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah yang selanjutnya discbut Dinas adalah
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana



urusan - pemenntahan perdagangan, permdustnan
koperasi, usaha kecil dan menengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Singkawang.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang se¢lanjutnya disebut
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Telnis Metrologi
Legal dan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

8. Unit Pelaksana Telmis Dinas yang selanjuinya disebut UPT
‘adalali unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau Lkegiatan, teknis penunjang pada Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Singkawang.

9, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya digsingkat ASN
adalah profesi bagi pegawas. negeri sipil dan pegawai -
pemerintah dengan peqanjlan kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang,

11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. :

- 12.Jabatan fungsional adalah sckolompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian danm keterampilan
tertentu, '

BABII
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Metrologl Legal
dan Pasar Kelas A.

BABIIT
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas. '

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas . '

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Struktur Orgamsasx UPT sebagaimana tercantum dalam
Lampu'an yang merupakan bagan tidak terp1sahkan dari
Peraturan Wahkota ini, : _

BAB v
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
~ Kepala UPT

! - Pasal §

UPT sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
mempunyai - tugas melaksanakan keglatan operasional
dan/atan kegiatan teknis penunjang dinas bidang
perdagangan.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, UPT mempunyai fungsi : :

a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan
kepiatan UPT;

b. pcngmrdmasmn pelaksanaan kcglatan UPT dengan unit
kerja terkait;

¢. Pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang
~dan perlengkapannya (UTTP);

d. pengelolaan laboratorium metrologl, _

€. 'pemelmaraan sarana dan prasarana kemctmlognan,

~ f. pemungutan, pencatatan,  dan penagihan retribusi

' pelayanan kemetrologian; |

g. pelaksanaan penataan, pembinaan dan penyuluhan
kepada pedagang informal;

h. peclaksanaan penagihan rctrxbus: kepada pedagang formnl
dan informal;

i pelaksanaan administrasi UPT; dan | |

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
Kepala UPT sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas memimpin, membina,
mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan keglatan UPT berdasarkan =

ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Subbag:an Tata Usaha sebagazmana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala
UPT.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian :
Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.



' Pasal 9 o
Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat {1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif
UPT.
Pasal 10 a o
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
~ Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbaglan. .
Tata Usaha UPT;

c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan admnustratif; B
meliputi - pengelolaan  administrasi kepegawaian, . .

pengelolaan mset, penyusunam program, evaluasi dan

pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah tangga,
kearsipan, tata persuratan, kehumasan, organisasi dan.
tatalaksana dan urusan umum lainnya.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1} huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis tertentu pada UPT seauai dengan bidang
keahlian dan ketcrampilannya_
| Pasal 12
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagalmana dm:aksud o
' dalamn Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi
tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dikoordinir oleh scorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuls, berkedudukan di bawah dan

hertanggungjawab kepada Kepala UPT.

(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan

fungsional - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan
kebutuhan melalui analisis jabatan.
BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 13 ,
(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordmam, integrasi, dan smkmmsam dengan yang _
dipimpinnya. :
(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan '
- sistem pengendalian internal. _ .



| (3) Képala UPT bertanggungjawab = memimpin, -
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta
‘petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahan -

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan
~ pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di

_ bawalmya '

{5) Kepala UPT. dapat mem.ln]uk koordinator sesuai dengan
kebutuhan guna- kelancaran tugas melalm Surat _
Keputusan Kepala Dmas o _ :

- Bagian Kedua -
Pelaporan
Pasal 14

(1) Kepala UPT wajlb menyampalkan laporan pclaksanaan
- tugasnya secara periodik maupun sewaktu-wakm dan-
~ tepat waktu kepada Kepala Dinas. .

' _(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang
disusun berdasarkan ketentuan dan pedoma.n yang
berlaku.

(3) Setiap unsur lepman unit ker_la d1 lingkungan UPT wajib
-mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan
‘sesuai ketentuan dan: wajib menyampaikan laporan
‘pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu—
waktu dan tepat waktu kepada atasan masmg-masmg
sesuai dengan ketentwm yang herlaku.

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari
- bawahan dan menggunakannya scbagai bahan evaluasi
dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebgakan -
kexja bagi bawahan : . o

. PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
sumber lain yang-sah dan tidak mengikat scsum dengan'-
ketcntuan peraturan perundang—undangan :
_ BABVIHL
- KEPEGAWAIAN
' Pasal 16

(1) Kepala UPT dlangkat dan d.tbcrhcntlkan oleh Wahkola dari -

. PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan_
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, pegawai pada _]abatan-

- fungsional dan jabatan pelaksana - diangkat dan
diberhentikan olch pejabat yang berwenang dari Pegawai
- Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai Kketentuan
peraturan perundang—*andangan yang berlaku. S

(3) Pengangkatan  dalam Jabatan Pengawas, - Jabatan =

Fungsional dan Jabatan Pelaksana ha.rus memperhatlkan o



syarat Jabatan dan kompetens: jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pengawas, Jabatan
Fungsional ‘dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan
~ Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja
yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

(5} Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang

- memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi
dan/atau memiliki kemampuan, pengctahuan dan
pengalaman kerja di bidang administrasi.

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kaner
pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan
analisis beban ker]a dengan memperhatikan sifat dan jenis
pekerjaan, prinsip pclaksanaan pekerjaan dan peralatan
yang tersedia.

{8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat {7) setlap tahun
ditetapkan oleh Walikota.
BAB IX
JABATAN
Pasal 17

(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau
jabatan pengawas.

{2) Kepala Subbagian Tata Usaha wmerupakan  jabatan
struktural eselon IVb atau Jabatan pengawas.,

{3) Staf Pelaksana  pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan mempakan Jabatan
Pelaksana.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama
yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta
memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggun.awab di
bidang organisasi.

(2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di

bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis

. opcrasional dilaksanakan olch unit kerja yang bertanggung

jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi Kepa.la UPT
menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing

~ berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlalm., -

(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, maka
-unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja sctiap
pemegang jabatan melahu ‘observasi (activity samplmg)
' secara penodtk. : _



. BABXI
KETENTUAN PERALIHAN
o i Pasal 19
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 11
‘Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
~ diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini..
' ' ' BAB XII
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Legal dan Pasar (Berita Daerah Kota Singkawang
Tahun 2013 Nomor.11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada tanggél
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang .
pada tanggal 16 Maret 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
-~ TJHAI CHUI MIE

' Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 19 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA_SINGKAWANG
' ttd | '
BUJANG SYUKRIE

~ BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004
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